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ABSTRAK

Kekerasan terbadap anak merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi
pada saal ini ditengah-tengah masyarakat. Kekerasan vang dialami oleh anak
merupakan suatu tindakan vang menvebabkan kerugian fistk, mental, maupun
seksual, Untuk menjamin dan melindungt terpesuhinva hak-hak anak diperlukan
suatu kebijakan atau upaya vang rasional oleh penegak hukum dalam mengatasi
masalah sosial terhadap anak, Banyak snak vang menjadi korban kekernsan oleh
orang-arang ferdekal, yang seharusnya menjaga dan melindungi hak-hak anak untuk
tumbuh dan berkembang dengan jiwa yvang baik scrta merasa terlindungi secar
hukum, Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah @ a) Bagaimana Pencrapan
Undang-Undang Perlindungan Anak oleh penyidik i Polisbes Padang dalam
menangani tindak kekerasan terhadap anak, b) Bagaimana bentuk Perlindungan
hukum yang diberikan terhadap anak sebagal korban tundak kekerssan di Poltabes
Padang. Metode vang Penulis gunakan dalam penulisan ini vaitu metode yuridis
sosiologis vaitu merupakan pendekatan terhadap masalab dengan melihat norma
hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakia-fakia vang terdapat di lapanpan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan Undang-Undang Perlindunpan Anak
alet Penyidik i Poltabes Padang sudah diterapkan sesuai dengsm Prosedur vang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan Anak
oleh para aparat penegak hukum di Poltabes padang seperti dalam kasus kekerasan
seksual lerhadap anak pelaku dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak.
Bentuk Perlindungan Hukum vang diberikan penvidik terhadap anak sehagai korban
tindak kekerasan yakni jupga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undanga-
Undang Perlindungan Anak. baik dalam bidang agama, keschatan, pendidikan, sosial
maupun perindungan khusus yvang diberikan terhadap anak. Dari hasil penelitian ada
beberapa kendala yang dihadapi Penyidik yakni dalam masalah kesehatan, dimana
dalam hal pengobatan masih dibebankan kepada sikorban dikarenakan belum adanyva
dana dalam anggaran PEMDA, anggaran Polisi dan dalam angparan APBN. schingea
itu semua dapat menghambat langkah para aparat hukum untuk menegakan keadilan
untuk anak-anak korban kekerasan, untuk ity peran pemerintah sanpal berperan
penting untuk mewujudkan perlindungan hukwe antuk anak korban tindak kekerasan
khususnya di wilayah hukum Poltabes Padang
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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, Sejok usia sangat dini
anak-anak sudah dikepalkan padys bentuk-bentuk kekerasan mulai dari vane
berupa  kekerasan mental, fsik, hingga  scksuval.  Pengalaman  anak-anak
berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk
keherasan vang dialami. pelaku kekerasan. tempat kejadian, dan sehab-sebal
terpdinyva kekerasan,

Kekerasan bisa terjadi diromah aae di lingkungan keluarga dan pelakunya
adalah orang-orang vang seharusnva bertimpggumg jawab unk melindungi anak-
anak. Mercka adalah para ibu. ayah. kakek, nenek dan keluarga dekat lainnya. 1%
dalam hngkungan keluarga. anak biasa dipukul, dijambak, disulut rokok, dicubit,
ditkat dipohon, dicambuk dan di tendang, Mereka juga mengalami kekerasan
paikis misalnya dikurung di kamar mandi, Gdak diberi makan, dicaci maki, dihina.
diclok-alok. dianggap bodoh dan dibentak-hentak,

Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian kita bersama. hal
i disebabkan karena kepopalsn pranata sosial. banvak sekali kondisi vang
diperlukan umok melindungi hak-hak  anak Indonesia vang tdak  mampu
diwujudkan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia.”

Anak dalam keluarga harus diberikan kesempatan seluas-luasnva untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal. baik secara fisik, mental maupun sosial
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dan mempunyai akhiak yang mulia, tetapi pada kenyatasmnnyva masih banvak
terdapat anak vang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan
chsploifasi dan ada juga vang hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan
memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai. Sejak dulu sebenarnya
Kekerasan  lerhadap snak sudah banyvak terjadi. namun lampaknva,  barw
belakangan ini kekerasan terhadap anak mendapatl perhatian lebib dar berbagai
pthak terlebib lagi setelah akibat dan kekersan tersebut akhirnva menimbulkan
Jatuh korban meninggal. Sementara kasus kekerssan terhadap anak vanp
dilaporkan  semakin ferus meningkal apalapgi kasus vang Gdak  dilaporkan
kemungkinan lebih besar, pasalnya banyak anggota masvarakal vang tekut dan
malu  melaporkan  perkara Kekerasan terhadap anak ke aparat  kepolisian,
dikarcnakan adanya pemikiran dari korban babwa bal ini tersebut merupakan aib
Reluarps sehingga tidak perlu discharluaskan atau dilaparkan,”

sepernt kasus yang terjadi 4.ji Cianjur Jawa Barst “seorang ayah tiri vang
tegd menganiava anak tirinva vang masib berusia 3 tahue hanva denpan sara-para
sianak mematahkan sebatang  rokok™.  Sangat  disayangkan sekali,  karena
kekerasan terhadap anak it banvak terjadi vang dilakukan oleb orang-arang
terdekat dan st anak tu sendin, baik dalam rumaoh tangea scbagai akibar dad
ketidak barmonizan orang tus, anak sering sckali menjadi sasaran amarsh OrEng
tua sendiri, ataupun sanak famili dari si anak, maupun tetangea iuga ada vang
melakukan pelampiasan amarah terhadap anak,”

Padahal sesndainya kekerasan terhadap apak ddak terjadi kita hisa
mendapal anak-mmak vang berbaktl dan berprestast tanpa ada tekanan baik secara

Nstk mavpun mental, dimana anak ity adalah merupakan lunas-tunas harapan
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A.

BAB IV

FENLTUP

KESIMPULAN

Dart yraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapal diambil kesimpulan;

(1)

(2}

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh penyidik di Poltabes
I'adang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunpgan
anak terhadap pelaku tersebut sudah diterapkan sesuai dengan Prosdur yang
lerdapat di dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
rerlindungan Anak oleh para aparal penegak hukum di wilavah hukum
Poliabes I'adang, Hal ini discbabkan karena Undang-llndang Nomor 23
tahun 2002 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang yang khusus di luar
Kitab Undang-Undang I]u;cum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang
kekerasan baik bersifat fisik, mental, maupun scksual. KUHP tetap
diberlakukan akun tetapi lebih di dahulukan UL Ne.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak vang
diterapkan oleh Penyidik seperti dalam kasus kekerasan seksual pelaku di
kenakan Pasal 82 Undang-lndang Perlindunpan Anak,

Benwk perlindungan hukum vang diberikan terhadap anak sebagai korban
tindak kekerasan di Poltabes padang

Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan
vang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yailu dibidang
Agama, Keschatan, Pendidikan, social dan Perfindungan Khusus. Hanva saja

dari semua bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak ada terdapat kendala
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